BAB IV
PENUTUP

SOP sebagai alat penilaian kinerja berorientasi pada penilaian kinerja internal
kelembagaan, terutama dalam hal kejelasan proses kerja di lingkungan PD
termasuk kejelasan unit kerja yang bertanggung jawab, tercapainya kelancaran
kegiatan operasional dan terwujudnya koordinasi, fasilitasi dan pengendalian yang
meminimalisir tumpang tindih proses kegiatan di lingkungan sub-sub bagian dalam
PD yang bersangkutan. SOP merupakan acuan bagi aparat dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya termasuk dalam pelaksanaan kegiatan.

Selama ini, penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah umumnya
didasarkan pada standar eksternal padahal sebagai bentuk organisasi publik,
instansi pemerintah memiliki karakteristik khusus yakni sifat birokratis dalam
internal organisasinya. Oleh karena itu apabila pedoman yang sifatnya internal ini
jika digabungkan dengan pedoman eksternal (penilaian kinerja organisasi publik di
mata masyarakat) berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, maka
akan mengarah pada terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil
kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki
SOP, karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi
pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak.
Melalui penerapan SOP ini, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat
dievaluasi dan terukur.

Meskipun SOP merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, namun memiliki peran yang besar untuk menciptakan
pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan
kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen
yang penting untuk mendorong setiap PD di Kota Cimahi memperbaiki proses
internal masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
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